
PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BUMN/BUMD

PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (PERSERO)

BIDANG

LEMBAGA

:

:

Jakarta, 21 Nopember 2017

I.  DATA PRIBADI

1.  Nama Ir.IHWAN SUDRAJAT, M.M.:

2.  Jabatan : KOMISARIS UTAMA - / STAF AHLI GUBERNUR - 

BIDANG PEMERINTAHAN - PEMERINTAH 

PROVINSI JAWA TENGAH / DEWAN PENGAWAS - 

PD BPR BKK PURWODADI / DEWAN PENGAWAS - 

PD BPR BKK MANDIRAJA

3.  NHK : 88014

: 14 April 2008, 26 Februari 20144.  Tanggal Pelaporan

14 April 2008 26 Februari 2014

Status Laporan

II.  DATA HARTA

Rp. Rp.  1.720.382.000 1.005.928.000A. HARTA TIDAK BERGERAK 

(TANAH DAN BANGUNAN)

1. Tanah & Bangunan seluas 154 m2 & 

308 m2, di Kota SEMARANG, yang 

berasal dari WARISAN, perolehan 

tahun 1991

Rp. Rp. 314.160.000  314.160.000

2. Tanah seluas 670 m2 , di Kota 

SEMARANG, yang berasal dari 

WARISAN, perolehan tahun 1999

Rp. Rp. 50.000.000  50.000.000

3. Tanah & Bangunan seluas 740 m2 & 

500 m2, di Kabupaten GROBOGAN, 

yang berasal dari WARISAN, 

perolehan tahun 1999

Rp. Rp. 202.360.000  202.360.000
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4. Tanah & Bangunan seluas 108 m2 & 

108 m2, di Kota BEKASI, yang 

berasal dari WARISAN, perolehan 

tahun 2006

Rp. Rp. 200.000.000  200.000.000

5. Tanah & Bangunan seluas 127 m2 & 

127 m2, di Kota SEMARANG, yang 

berasal dari HASIL SENDIRI , 

perolehan tahun 2006 (Penghapusan 

Data Karena Dijual)

Rp. ----- 89.408.000

6. Tanah seluas 2.870 m2 , di 

Kabupaten GROBOGAN, yang 

berasal dari WARISAN, perolehan 

tahun 2005 (Penghapusan Data 

Karena Dijual)

Rp. ----- 150.000.000

7. Tanah & Bangunan seluas 442 m2 & 

150 m2, di Kota SEMARANG, yang 

berasal dari HASIL SENDIRI , 

perolehan tahun 2008 (Penambahan 

Data Baru)

Rp.-----  443.734.000

8. Tanah seluas 458 m2 , di Kota 

SEMARANG, yang berasal dari ---, 

perolehan tahun 2009 (Penambahan 

Data Baru)

Rp.-----  510.128.000

B. HARTA BERGERAK

Rp.  146.000.000 Rp.  346.000.000a. ALAT TRANSPORTASI 

DAN MESIN LAINNYA

1. Mobil, merk ISUZU, tahun 

pembuatan 2006, yang berasal dari 

HASIL SENDIRI, perolehan tahun 

2006

Rp. Rp. 130.000.000  130.000.000

2. Motor, merk HONDA SUPRA X, 

tahun pembuatan 2002, yang 

berasal dari HASIL SENDIRI, 

perolehan tahun 2002

Rp. Rp. 7.000.000  7.000.000

3. Motor, merk HONDA SUPRA X, 

tahun pembuatan 2005, yang 

berasal dari HASIL SENDIRI, 

perolehan tahun 2005

Rp. Rp. 9.000.000  9.000.000

4. Mobil, merk TOYOTA FORTUNER, 

tahun pembuatan 2010, yang 

berasal dari HASIL SENDIRI, 

perolehan tahun 2010 (Penambahan 

Data Baru)

Rp.-----  200.000.000
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b. PETERNAKAN, 

PERIKANAN, 

PERKEBUNAN, 

PERTANIAN, KEHUTANAN, 

PERTAMBANGAN DAN 

USAHA LAINNYA

----------

Rp.  35.000.000 Rp.  35.000.000c. HARTA BERGERAK 

LAINNYA

1. BENDA BERGERAK LAINNYA, 

yang berasal dari HASIL SENDIRI, 

perolehan dari tahun 1993 sampai 

dengan 2008

Rp. Rp. 20.000.000  20.000.000

2. BENDA BERGERAK LAINNYA, 

yang berasal dari ---, perolehan dari 

tahun 1993 sampai dengan 2008

Rp. Rp. 15.000.000  15.000.000

Rp. Rp.  0 0C. SURAT BERHARGA

Rp. Rp.  950.487.456 771.444.894D. GIRO DAN SETARA KAS 

LAINNYA

1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI 

(Penambahan Data Harta Kekayaan)

Rp. Rp. 771.444.894  950.487.456

Rp. Rp.  0 0E. PIUTANG

Rp.  1.958.372.894TOTAL HARTA (II) Rp.  3.051.869.456

-----

III.  HUTANG Rp. Rp. 290.000.000  828.190.400

1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN 

UANG (Penambahan Hutang baru)

Rp. Rp. 290.000.000  828.190.400

Rp.IV.  Rp. 1.668.372.894  2.223.679.056TOTAL HARTA KEKAYAAN 

( II - III )
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Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang 

dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan 

dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk 

menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak 

pidana.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman 

resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban 

Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak 

secara otomatis
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